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1.1 Latar Belakang

Seafood adalah hidangan dengan bahan bahan yang berasal dari laut,
hidangan hasil laut juga merupakan.hidangan yang sudah ada dari berabad — abad
yang lalu, dan bukti mengenai asal mulanya dapat ditemukan semenjak zaman
paleolitik. Sejarah menunjukan hidangan hasil laut muncul semenjak kehidupan
awal manusia di zaman dahulu ketika manusia hidup dengan menjadi pedagang dan
juga sebagai nelayan. Dengan menjadi nelayan akhirnya memancing dan hidangan
hasil laut pun menjadi sebuah budaya bagi manusia, terutama sebagai sebuah
budaya yang memenuhi ‘kebutuhan manusia untuk makan, dengan menggunakan

ikan sebagai pengganti untuk protein yang didapatkan dari binatang buruan.*

Dari makanan yang-digunakan sekedar untuk pengganti, hidangan hasil
laut semakin lama menjadi-hidangan ‘yang khas di-dalam hidup manusia, dimana
memakan hidangan hasil laut-seperti-lobster-atau sirip ikan hiu telah menjadi sebuah
kemewahan yang dapat dibandingkan sebagai makanan untuk seorang raja.
Sekarang hidangan hasil laut juga dikatakan sebagai makanan sehat yang memiliki
berbagai keuntungan untuk tubuh manusia. Sehingga mengakibatkan adanya
kebutuhan untuk persediaan ikan yang banyak, seiring dengan naiknya permintaan

kekurangan produksi dari bahan hasil laut pun terjadi karena tidak sepadan dengan
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banyaknya permintaan atas bahan tersebut. Dengan permintaan pasar yang besar
akan bahan hasil laut, ini juga menghasilkan adanya berbagai industri yang
bersangkutan dengan hidangan hasil laut seperti industri perikanan. Industri
tersebut menunjukan betapa besarnya perikanan di dalam kehidupan manusia,
dimana industri tersebut tidak hanya merupakan memancing di laut, namun juga
budidaya perikanan, panen ikan, pengolahan, pengangkutan, distribusi dan
pemasaran. Tentunya hal ini juga dilakukan oleh negara — negara yang merupakan

negara pesisir, dan memiliki industri perikanan.

Salah satu dari negara tersebut adalah Kerajaan Thailand, sebuah negara
yang memiliki Panjang pesisir yang mencapai 2,624 km. Industri perikanan
Thailand meningkat dengan pesat, dan membuat Thailand sebagai exporter
makanan hasil laut terbesar yang ketiga di dunia,® dan telah menjadikan ikan
sebagai salah satu unsur protein. untuk masyarakatnya, terutama bagi
masyarakatnya yang berada di-provinsi pesisir. Ini. membuat ikan dan bahan hasil
laut lainnya untuk menjadi-bagian dari makanan khas mereka, yang dapat dilihat di
dalam berbagai-tempat - makan dan di pedagang kaki lima di seluruh Thailand. Ini
juga, tidak mengejutkan apabila melihat konsumsi ikan di Thailand mencapai 3,373
kg/capita/tahun pada tahun 2016. GDP Thailand yang berasal dari perikanannya
sendiri mencapai US$ 2,947 Juta ketika GDP per capita Thailand mencapai US$
5,814, 77 dengan GDP total mencapai US$ 386,674 Juta. Perlu diketahui bahwa di

dalam Thailand sendiri pun terdapat kurang lebih 650,000 penduduk yang bekerja
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di industri perikanan Thailand,® hal ini menunjukan betapa besarnya industri

tersebut.

Hanya saja, itu bukan berarti industri perikanan dapat dengan bebas
memancing di laut, melihat adanya hukum internasional yang mencakup teritori
laut sebuah negara. Teritori laut, bagi sebuah negara merupakan bagian dari
kedaulatan mereka dan juga kepemilikan negara tersebut atas bagian dari laut, yang
dimaksudkan dengan teritori laut merupakan laut yang berada di bawah jurisdiksi
negara pesisir laut tersebut. Hukum tersebut didasarkan dari artikel kedua dari
Konvensi Perserikatan Bangsa — Bangsa mengenai hukum Laut (United Nations
Convention on the Law of the Sea) atau UNCLOS yang diselenggarakan di Jenewa

pada tahun 1958.

“The sovereignty of a coastal state extends, beyond its land territory
and internal waters and, in case of an archipelagic state, its
archipelagic waters, to an-adjacent belt of sea, described as the

territorial sea.”

Dengan itu, dapat dikeatahui bahwa setiap negara yang memiliki
kedaulatan atas lautan, berhak atas Exclusive Economic zone dan sebatasnya

saja. Dengan EEZ, sesuai dengan artikel ke 56 dari UNCLOS:
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“In the exclusive economic zone, the coastal state has: sovereign

rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and

managing the natural resources”.®

Dimana artikel tersebut mengatakan bahwa industri perikanan
sebuah negara dapat mengambil sumber daya atau memancing hanya di
dalam area teritori, laut negaranya saja. ltulah sebabnya mengapa setiap
negara meningkatkan industri perikanannya dengan memancing atau

mengambil sumber daya alam hanya dari EEZ saja.

Bagi negara asing yang berada di dalam teritori laut negara pesisir,
kapal dan kendaraaan transportasi lain miliknya yang melewati teritori laut
negara pesisir dapat diperbolehkan untuk-melewati teritori tersebut dengan
right of innocent passage,® namun hak tersebut tidak membiarkan kapal
negara lain untuk memancing dalam teratori tersebut. Ketika sebuah kapal
memancing di dalam teratori negara lain, tindakan tersebut sudah tidak lagi

dianggap sebagai-legal.

Ketika sebuah kapal memancing di dalam teritori negara lain, hal
tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai penangkapan ikan illegal dan
jatuh di bawah IUU fishing (Illegal, unreported, unregulated Fishing).
Meskipun penangkapan ikan illegal bukanlah satu — satunya kategori dalam

yang termasuk dalam IUU fishing. 1UU sendiri terdiri atas illegal,
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unreported and unregulated, yang berarti, tindakan penangkapan ikan yang
dapat dikategorikan sebagai IUU fishing, juga termasuk tindakan industri
perikanan atau kapal penangkapan ikan yang tidak di laporkan atau terdaftar,
yang merupakan tindakan unreported fishing dimana pemilik kapal tidak
melaporkan kepada yang berwenang mengenai aktivitas yang mereka
lakukan atau mengenai jumlah yang telah mereka dapatkan. Unregulated
fishing bisa merupakan tindakan penangkapan ikan yang tidak mengikuti
regulasi yang telah di tetapkan, seperti memancing melewati batas maksimal
untuk jumlah penangkapan dari batas yang telah ditentukan oleh organisasi
manajemen  perikanan regional (Regional  Fishing Management

Organization).”

Salah satu dampak dari IUU fishing merupakan penangkapan ikan
yang berlebihan, ini disebabkan bagian dari isu penangkapan ikan illegal
yang tidak mengikuti regulasi, ini-merupakan isu.ketika metode dan alat
yang digunakan, serta-jumlah-tkan yang ditangkap-tidak sesuai regulasi yang
ditentukan. Isu tersebut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut,dan
juga persediaan ikan.2 Sebab dengan metode dan alat yang tidak sesuai
dengan regulasi, contohnya adalah dengan menggunakan pukat harimau,
yang dapat mengakibatkan penangkapan berbagai macam jenis ikan dalam

jumlah yang banyak, dan juga kerusakan dari batu karang. Hal tersebut juga
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sebenarnya mempengaruhi industri perikanan, karena dengan penangkapan
ikan yang menggunakan pukat dapat mengurangi ikan kecil dan jumlah yang

akan didapatkan kedepannya.®

penangkapan ikan illegal terjadi di berbagai negara pesisir, dan
merupakan akibat dari isu manajemen mengenai perikanan yang kurang
teratur,dengan manajemen yang kurang,'® maka negara — negara tersebut
memiliki kekurangan dalam pemantauan dalam teritori laut mereka dan
membiarkan nelayan dan korporasi yang melakukan penangkapan ikan
illegal untuk menemukan celah yang dapat mereka gunakan.'* Melihat
bahwa kapal penangkapan ikan yang illegal seringkali melewati batas negara
dengan =~ muatan yang tidak diketahui, menunjukan  betapa
membahayakannya [UU fishing_bagi negara pesisir yang keamanan
maritimnya juga menjadi terancam. Terlebih lagi, seringkali dengan kapal
yang tidak melaporkan aktifitasnya dan tidak-mendaftarkan kapalnya, tidak
dapat diketahui-apa yang menjadi-muatan atau tujuan dari kapal tersebut
melewati teritori laut negara pesisir yang juga dapat menjadi ancaman

keamanan. bagi negara pesisir yang masih berkembang seperti Thailand.

Dengan adanya 1UU fishing, industri perikanan Thailand sangatlah

terpengaruh. Thailand yang cukup terbuka dengan perdagangan bebas,
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memiliki kesulitan dengan adanya IUU fishing sebagai negara yang
bereskpor hasil laut terbesar ketiga di dunia.!? Keberadaan penangkapan
ikan illegal di dalam industri perikanan Thailand akan menghambat
perdagangan bebas Thailand. Untuk mengatasi isu penangkapan ikan illegal,
perlu diperlakukan berbagai regulasi dan kebijakan, beserta dengan kerja
sama antar negara pesisir untuk menjaga keamanan di antara perbatasan

mereka.

Skripsi ini akan membahas mengenai isu penanganan IUU fishing dari
tahun 2014 sampai tahun 2019, yang dilakukan oleh pemerintahan Thailand
dibawah pimpinan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Jangka waktu
tersebut dipilih karena Thailand mulai menanggapi isu 1UU Fishing baru
pada beberapa tahun terakhir. Seperti.dalam Action plan (2014)% dan
Management plan untuk melawan IUU Fishing yang-dilaksanakan oleh
pemerintahan Thailand pada tahun 2015 dan merupakan rencana yang

digunakan sampai-tahun-2019.%*

Untuk menganalisa keseluruhan isu dan juga respon dari
pemerintahan Thailand, skripsi ini akan menggunakan teori Neoliberalisme.
Hal ini dikarenakan, Thailand sangat terbuka dengan adanya perdagangan

bebas, namun pemerintahan Thailand tidak secara aktif berperan di dalam

12 Thailand's Seafood Industry.” 2019. Ethical Trading Initiative.
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perekonomian mereka dan peran pemerintah dalam perekonomian sangatlah

terbatas.®

Campur tangan yang minimal dari pemerintah dalam industri
perikanan, telah menjadi salah satu sebab mengapa penangkapan illegal
terjadi di Thailand. Dengan adanya penangkapan ikan illegal membuat
negara lain Thailand untuk memberikan tekanan terhadap Thailand untuk
mengatasi isu tersebut. Contohnya: seperti EU yang memberikan Thailand
kartu kuning karena adanya penggunaan hasil dari penangkapan ikan illegal
dalam industri perikanannya. Contoh tersebut menunjukan adanya peran
kerja sama multilateralisme dalam isu ini, dimana negara lain atau organisasi
multilateralisme seperti EU dan ASEAN yang juga menekan Thailand untuk

mengatasi isu lUU.

Maka itu, teori neoliberalisme akan digunakan dalam menganalisa
respon dan juga keputusan pemerintahan Thailand dalam -mengatasi 1UU.
Selain itu, skripsi ini—juga—akan “membahas . berbagai konsep yang
berhubungan, seperti—kerja-sama multilateralisme, perdagangan bebas,
national interest, keamanan maritime, keamanan non-tradisional dan juga
kebijakan luar negeri, konsep — konsep tersebut digunakan karena melihat
adanya hubungan antara perdagangan internasional dan permintaan akan

perikanan yang juga menjadi isu dalam keberadaan IUU di dalam Thailand.

15 David M Kotz and Thompson Hall, “Globalization and Neoliberalism” 12, no. 2 (2002): 64-79.



Terutama untuk kebijakan luar negeri yang juga memiliki peran penting

dalam keputusan Thailand mengenai IUU kedepannya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1.

Sejauh apa aktivitas IUU fishing berdampak bagi industri perikanan
Thailand?

Bagaimana Thailand melawan IUU Fishing dengan menggunakan
regulasi dan kerja sama internasional?

Apa hasil yang didapatkan Thailand setelah mengimplementasikan

regulasi dan kerja sama internasional untuk melawan IUU Fishing?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

2.

Untuk menjelaskan-definisi dari IUU fishing.
Untuk menunjukan bagaimana aktivitas 1UU fishing berlangsung di

Thailand dan relasinya dengan negara tetangga

. Untuk-menunjukan apa saja-dampak yang dapat disebabkan dari 1UU

fishing

. Untuk menunjukan tanggapan Thailand terhDp kegiatan 1UU fishing

. Untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai keputusan yang diambil

oleh pemerintahan Thailand dalam mengatasi lUU

1.4 Kegunaan Penelitian

2. Untuk memberikan pengertian mengenai isu IlUU di Thailand



3. Untuk berkontribusi dalam literatur mengenai industri perikanan
Thailand

4. Untuk menambahkan literatur mengenai isu lUU

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan ditulis sesuai dengan ketentuan penulisan thesis yang telah
ditentukan oleh jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan limu
Politik, Universitas Pelita Harapan. Sistematika penulisan untuk penelitian ini
disusun dengan harapan akan . memudahkan pembaca untuk memahami seluruh
diskusi dan inti dari- penelitian ini. Sesuai dengan ketentuan yang diberikan,
penelitian ini akan ditulis dengan struktur yang terdiri dari 5 bab yang akan

berkorelasi dengan satu sama lain.

Struktur penulisan ini akan diawali dengan Bab | yaitu pendahuluan yang
akan membahas mengenai latar belakang industri perikanan di Thailand, sebagai
industri yang sangat berkembang-dan sangat berpengaruh dalam ekonomi dan
kehidupan masyarakat-Thailand. Bab-1-juga akan menjelaskan latar belakang isu
Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing beserta dengan kerugian yang
diberikan 1UU fishing secara umum bagi Thailand. Dengan itu, bab pertama juga
akan membahas mengenai berbagai peraturan internasional yang bersangkutan
dengan kegiatan industri perikanan dan isu laut internasional. Secara kesuluruhan
bab I akan mencakupi latar belakang dari penelitian ini yang juga termasuk alasan

memilih  topik ini, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan
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penelitian,struktur penulisan penelitian, konsep- konsep yang akan dibahas dan juga

teori yang akan digunakan untuk menganalisa topik.

Bab Il merupakan bagian kerangka berpikir dari skripsi ini, yang terdiri dari
berbagai sumber yang akan digunakan untuk menganalisa serta memperjelas teori
— teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Sumber — sumber yang
digunakan akan dipaparkan sebagai ulasan literatur. Sumber literatur yang
digunakan termasuk buku, jurnal, pidato atau pernyataan resmi. Sumber yang
digunakan adalah literatur yang memiliki kaitan dengan topik IUU fishing dan

kebijakan Kerajaan Thailand, beserta dengan teori besar hubungan internasional.

Bab 1l akan mempaparkan metode penelitian yang digunakan dalam
melakukan penelitian ini. Bab Il mempaparkan metode penelitian yang terdiri dari
metode serta pendekatan.yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa

bahan dalam melakukan penelitian.2

Bab 1V merupakan bab yang akan membahas mengenai secara keseluruhan
isu IUU fishing dan kebijakan Kerajaan Thailand terhadap‘isu tersebut. Bab IV akan
dimulai dengan-adanya-penjelasan mengenai-IJU fishing dan dampaknya secara
spesifik terhadap industri perikanan Kerajaan Thailand. Lalu dalam bab ini seluruh
isu tersebut akan dianalisa, menggunakan teori yang telah dipaparkan dalam bab II.
Analisa yang dilakukan akan membahas mengenai dampak 1UU fishing terhadap
perikanan Thailand beserta dengan respon dari pemerintahan Thailand megenai isu
tersebut, yang termasuk regulasi dan juga kebijakan luar negeri Thailand yang

diterapkan untuk menanggapi IUU fishing. Bab ini juga merupakan dimana
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pertanyaan penelitian akan dijawab dengan menggunakan teori dan konsep, beserta

dengan hasil analisis akan dituliskan.

Bab V adalah bab terakhir dalam thesis ini, dan kesimpulan penutupan dari
keseluruhan penelitian. Bab V akan memberikan sebuah konklusi atas semua
diskusi dan argumentasi beserta dengan hasil analisa yang ada dalam penelitian ini.
Dalam bab ini juga akan ada saran atau rekomendasi terkait isu yang diteliti bagi
peneliti yang ingin melakukan pembahasan mengenai: topik yang masih

berhubungan.

Sekian dari bab satu yang telah membahas secara singkat mengenai skripsi
ini, yang mencakupi latar belakang, pertanyaan dan tujuan penelitian beserta
dengan konsep dan juga teori yang akan digunakan dalam skripsi ini. Dengan akhir
bab satu, akan dilanjutkan dengan bab dua yang akan membahas mengenai tinjauan
pustaka untuk skripsi ini, beserta dengan menjelaskan teori dan konsep — konsep

yang akan digunakan.

12



